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MOTTO 

 

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 

Ӂ Filipi 4:13 Ӂ 

 

 

Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya di dapatkan 

oleh mereka yang bersemangat mengejarnya. 

Ӂ Abraham Lincoln Ӂ 

 

Waktu akan selalu tersedia bagi mereka yang mau memanfaatkannya. 

Ӂ Leonardo da Vinci Ӂ 
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INTISARI 

 Administrasi kependudukan adalah kegiatan pencatatatan data dan informasi 

mengenai kependudukan di desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan, 

dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk. Administrasi 

kependudukan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu pemerintah 

desa juga memiliki kewajiban tentang penyelengaaraan administrasi kependudukan di 

tingkat desa. Kegiatan pengurusan administrasi kependudukan tidak lepas dari proses 

pelayanan yang terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pelayanan yang 

cepat, efektif, dan efisien menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pelayanan publik, 

khusunya pelayanan tentang administrasi kependudukan di Desa Sidoluhur. Oleh 

karena itu masyarakat selalu menuntut kualitas pelayanan publik yang memuaskan 

dan tidak menyulitkan masyarakat. Akan tetapi pelayanan di Desa Sidoluhur masih 

dikeluhkan oleh masyarakat, seperti ketidakdisiplinan jam kerja pegawai pemerintah 

desa, kurangnya fasilitas penunjang pelayanan seperti tidak tersedianya mesin 

fotokopi, belum adanya website desa, serta ruang tunggu yang sempit. Mengingat 

fungsi utama pemerintah desa adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu 

terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini yang mendorong peneliti 

mengadakan penelitian di Desa Sidoluhur, untuk mengetahui pelayanan pengurusan 

administrasi kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sidoluhur.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan 

prosedur pengurusan administrasi kependudukan di Desa Sidoluhur. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. 

Sedangkan dalam menentukan informan peneliti menggunakan Purposive Sampling 

Technique sebanyak 20 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis data secara 

kualitatif. 

 Dari hasil peneltian menunjukkan bahwa pelayanan pengurusan administrasi 

kependudukan di Desa Sidoluhur belum sepenuhnya baik karena masih ada keluhan-

keluhan dari informan yang perlu diperhatikan lagi sebagai bahan untuk menetapkan 

peraturan atau kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. 

Prosedur pengurusan surat-surat administrasi kependudukan belum sepenuhnya 

dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi perlu digalakkan di tingkat dusun agar 

informasi mengenai prosedur dan persyaratan tentang pengurusan administrasi 

kependudukan dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Selain itu 

pemerintah desa harus meningkatkan profesionalisme masing-masing aparat 

Pemerintah Desa Sidoluhur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 

melakukan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa sesuai dengan 

bidangnya. 

 

Kata kunci: Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan. 
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PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGURUSAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SIDOLHUR 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peran pemerintah desa sebagai pengayom masyarakat di tingkat desa 

adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakatnya serta menyejahterakan 

masyarakat desanya. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila 

kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi, yakni terpenuhi hak-haknya 

sebagai warga, bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasi, serta 

mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah desa. Hal ini sangat 

berkaitan erat dengan peran pemerintah desa dalam melayani dan mengayomi 

masyarakat desa. Dalam kinerjanya, pemerintah desa harus profesional, 

efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Seperti yang  sudah di 

jelaskan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 

24 yang mengamanatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas: 

kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan 

umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; 

efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif, dengan 

demikian diharapkan pelayanan di desa mengalami peningkatan dan juga 

dapat menyejahterakan masyarakatnya.  

Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat tentunya harus sepenuh 

hati sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan selaras seperti 
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yang dicita-citakan oleh setiap elemen di suatu desa. Oleh karena itu 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus dimaksimalkan agar 

masyarakat merasa kebutuhannya terpenuhi dengan layak. Namun jika dilihat 

secara umum yang terjadi di berbagai desa di Indonesia selama ini justru 

anggapan tentang orang-orang yang menjabat di kantor desa harus dihormati 

sebagai pejabat dan orang dengan pangkat atau jabatan yang tinggi. Sehingga 

justru masyarakat seolah-olah yang menjadi pelayan para pejabat, melihat hal 

tersebut penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah 

desa ternyata masih dihadapkan pada pelayanan yang belum melayani 

masyarakat secara optimal.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan 

petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, 

kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah 

memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan 

publik. Diharapkan aparat pemerintah desa dapat melaksanakan pelayanan 

publik dengan baik sesuai dengan yang diharapkan mayarakat. Dalam 

melaksanakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang 

meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(e-KTP), , Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pelayanan yang 
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direkomendasikan antara lain: pembuatan akta kelahiran, akta pernikahan, 

akta tanah, serta izin usaha.  

  Pelayanan publik dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa untuk melayani masyarakat perlu memperhatikan kebutuhan 

pelanggan yaitu masyarakat. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika 

pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang memenuhi indikator 

pelayanan yang baik yaitu kepastian waktu pelayanan, akurasi pelayanan, 

kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, serta kemudahan 

mendapatkan pelayanan seperti yang diamanatkan pada Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Jika pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah desa telah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat 

dikatakan kebutuhan masyarakat telah terpenuhi sehingga dapat memberikan 

kepuasan kepada masyarakat.  

Pelaksanaan administrasi di tingkat Desa atau Kelurahan diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang 

Administrasi Pemerintahan Desa. Pasal 1 menyatakan “Administrasi 

Kelurahan adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatatan data dan 

informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa”. Kemudian 

pada Pasal 2 menyatakan Administrasi Pemerintahn Desa meliputi : 

Administrasi Umum; Administrasi Penduduk; Administrasi Keuangan; 

Administrasi Pembangunan; Administrasi Lainnya. Keberadaan pemerintah 

desa yang diserahi tugas dalam bidang administrasi kependudukan menduduki 



4 
 

posisi yang sangat penting karena sebagai unit pemerintahan yang paling 

mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di 

wilayahnya, maka input kepada pemerintah kecamatan yang menyangkut 

berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan 

kebijakan daerah maupun nasional untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

secara menyeluruh. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan 

tugasnya, terutama yang berbuhungan dengan pengurusan administrasi 

penduduk semakin dituntut bekerja keras dan memiliki kemampuan yang 

optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. 

Pada dasarnya penyelenggaraan administrasi kependudukan 

mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan desa. 

Sejalan dengan arah penyelanggaraan administrasi kependudukan, 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar 

administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan 

manfaat dalam pembangunan menuju tata pemerintahan yang baik. 

Berlakunya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana otonomi daerah 

didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena itu, pemerintah desa di bawah pemerintah daerah mempunyai hak dan 

wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.  
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Pelayanan di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu 

bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pelayanan administrasi 

kependudukan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang cepat, 

tepat, jelas, dan ramah seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  

Kejelasan prosedur dan persyaratan dalam pengurusan administrsi 

kependudukan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Desa Sidoluhur, 

sehingga proses pelayanan pengurusan administrasi kependudukan seringkali 

mengalami kendala. Kendala-kendala yang bermula dari ketidakpahaman 

masyarakat tentang prosedur dan persyaratan mengurus administrasi 

kependudukan di Desa Sidoluhur akan menjadi masalah yang berkepanjangan 

jika tidak segera diatasi.  

Dari beberapa kasus yang penulis temukan ketika melakukan 

penelitian awal dengan mewawancarai beberapa warga Desa Sidoluhur, 

bahwa mereka sering kali menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk 

mendapatkan pelayanan karena petugas yang bekerja di kantor desa belum 

datang. Hal ini menunjukkan bahwa sikap aparat pemerintah desa belum 

belum menunjukkan kedisiplinan dan masalah kurangnya rasa disiplin ini 

akan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pemerintah desa.  

Masalah lainnya yang penulis temui yaitu bahwa warga yang ingin mengurus 

kepentingan administrasi tidak didahulukan karena ada warga lain yang juga 
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ingin mengurus yang ternyata adalah sanak saudara dari pegawai yang bekerja 

di kantor desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa  masyarakat golongan 

bawah atau yang tidak mempunyai koneksi dengan “orang dalam” atau aparat 

pemerintah desa tidak dilayani secara adil sehingga warga seringkali kecewa 

dengan perilaku yang ditunjukkan oleh aparatur pemerintah desa yang ada di 

kantor desa. Masalah lain yang penulis temukan di kantor Desa Sidoluhur 

terkait dengan informasi pelayanan administrasi kependudukan yaitu bahwa 

belum ada penempelan alur atau tata cara pengurusan surat-surat seperti untuk 

mengurus surat pengantar KTP, KK, Surat Pengantar Nikah, Surat Pengantar 

Cerai, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan Surat Keterangan Pindah, yang 

ditempel di papan pengumuman hanyalah syarat untuk membawa surat 

pengantar dari RT, RW, dan Dukuh. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat 

bingung dan tidak mengetahui tata cara untuk mengurus surat-surat yang 

berhubungan dengan administrasi kependudukan.  

Dari beberapa permasalahan yang ada di kantor Desa Sidoluhur bahwa 

dalam memberi pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan 

ternyata belum memuaskan. Hal tersebut dipengaruhi oleh aparat pemerintah 

desa yang belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat. Sarana dan prasaran yang ada di kantor Desa Sidoluhur juga 

belum  memadai, sehingga proses pelayanan menjadi tidak optimal. 

Sebagai aparatur pemerintah desa, pelayanan kepada masyarakat 

adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena merupakan 
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kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat. Akan tetapi melihat dan mendengar fakta dari 

berbagai media massa bahwa yang terjadi saat ini masih dijumpai kelemahan 

yang secara umum terkait dengan pelayanan aparatur pemerintah termasuk 

aparatur pemerintah desa yang belum efektif. Kelemahan tersebut diantaranya 

pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, kurang adanya kepastian 

persyaratan administratif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam 

memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efisien, serta masih 

kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan yang bersifat diskriminatif, 

serta adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu 

sendiri  antara lain dari masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang 

diterapkan, dan fasilitas yang mendukung. Kelemahan-kelamahan yang ada di 

Desa Sidoluhur sendiri berasal dari aparat pemerintah desanya, dimana aparat 

pemerintah desa dalam melayani masyarakat yang akan mengurus 

administrasi kependudukan masih belum optimal dikarenakan masih ada 

warga yang mengeluh akan pelayanan yang diberikan tidak ramah, tidak 

sopan, pelayanan memakan waktu yang cukup lama karena sikap kurang 

disiplin aparat pemerintah desa, serta masih adanya diskriminasi dalam 

melayani masyarakat. Oleh karena itu, peran para aparat pemerintah desa 

semakin penting dan sangat menentukan kemajuan suatu unit pemerintahan. 

Maka, diperlukan aparat pemerintah desa yang benar-benar mampu dan dapat 

bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 



8 
 

   Pemerintah desa sebagai penyedia layanan publik di desa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolok ukur dari 

keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa, oleh 

sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan 

masyarakat secara maksimal.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana prosedur 

pelayanan pemerintah desa dalam pengurusan administrasi kependudukan di 

Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjabarkan 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait 

dengan prosedur pengurusan administrasi kependudukan di Desa Sidoluhur 

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. 

 

 

 

 


